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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. 
Fokus penelitian ini adalah pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksplanatori (explanatory research), dengan populasi yang terdiri dari seluruh pegawai di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Sampel yang digunakan sebanyak 170 
responden yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling, yang dipertimbangkan 
berdasarkan efisiensi waktu dan biaya dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan Partial Least Square (PLS) untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan religiusitas memperkuat hubungan tersebut. 
Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman pajak, penerapan sanksi, 
dan faktor religiusitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. 
Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Religiusitas. 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the impact of tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayers' 
compliance, with religiosity as a moderating variable. The focus of this research is on the level of 
individual taxpayers' compliance at the Semarang Timur Primary Tax Service Office. The 
research type used is explanatory research, with the population consisting of all employees at the 
Semarang Timur Primary Tax Service Office. A sample of 170 respondents was selected using 
convenience sampling, based on considerations of time and cost efficiency in data collection. Data 
was collected using a Likert scale ranging from 1 to 5. Data analysis was performed using the 
Partial Least Square (PLS) approach to test the research hypotheses. The results show that tax 
knowledge and tax sanctions significantly affect individual taxpayers' compliance, with religiosity 
strengthening this relationship. This study provides insights into the importance of tax 
knowledge, the implementation of sanctions, and religiosity in enhancing tax compliance in 
Indonesia. 
Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Religiosity. 
 

PENDAHULUAN 
Pajak memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu 

negara, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) (Susilawati & Budiartha, 2019). APBN menunjukkan betapa pentingnya pajak 
sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program 
pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk memastikan 
bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar dan melaporkan 
Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) menjalankan berbagai tugas dan fungsi penting. KPP bertanggung jawab untuk 
mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dan melakukan 
penegakan kepatuhan dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada 
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yang melanggar. Selain itu, KPP juga mengedukasi masyarakat melalui program 
pendidikan dan sosialisasi perpajakan serta mengelola administrasi perpajakan untuk 
memastikan sistem berjalan lancar dan akuntabel.  

KPP berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya 
mendukung pencapaian tujuan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat 
(Putri & Agustin, 2018). Pemerintah berusaha agar wajib pajak mematuhi peraturan 
dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak, yang 
merupakan pemenuhan ketentuan ini, diidentifikasi sebagai indikator kepatuhan pajak 
(Damanik, 2020). 

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah mengalami perkembangan pesat, 
dengan otoritas perpajakan global lebih mengutamakan kepatuhan sukarela, meskipun 
mereka tetap mengandalkan hukum dan peraturan untuk memastikan kepatuhan 
wajib pajak (Hapsari & Ramayanti, 2022). Kepatuhan pajak secara sukarela diharapkan 
menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sistem perpajakan (Susilawati & Budiartha, 
2019). 

Fenomena ketidakpatuhan wajib pajak, baik pada skala perorangan maupun 
industri, mencerminkan tantangan signifikan dalam sistem perpajakan (Putri & 
Agustin, 2018). Pada tingkat perorangan, ketidakpatuhan seringkali disebabkan oleh 
kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, kesulitan dalam proses 
administrasi, atau kesadaran rendah akan pentingnya membayar pajak (Muhamad et 
al., 2020). Beberapa individu mungkin memilih untuk tidak melaporkan penghasilan 
secara penuh atau menghindari pembayaran pajak untuk mengurangi beban finansial 
mereka, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit (Wardani & Rumiyatun, 2017).  

Penghindaran pajak yang lebih terstruktur, seperti pengalihan laba atau 
penggunaan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak, 
seringkali dikaitkan dengan ketidakpatuhan pajak (Halim Rachmat, 2019). Beberapa 
perusahaan mungkin menghindari pajak dengan agresif atau mengubah laporan 
keuangan mereka untuk mengurangi pajak yang dibayar, seringkali dengan 
memanfaatkan celah hukum atau peraturan yang ambigu (Choi et al., 2020). Faktor lain 
yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan termasuk kekurangan pengawasan dan 
penegakan hukum, serta kurangnya insentif untuk perusahaan dan individu mematuhi 
peraturan pajak (Nguyen et al., 2020). Dalam beberapa kasus, ketidakpercayaan 
terhadap sistem perpajakan atau pemerintah dapat berasal dari ketidakpercayaan, 
terutama jika ada persepsi bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak 
memberikan manfaat yang sesuai (Ovami & Shara, 2021). 

Fenomena kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama 
Semarang Timur dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan 
perpajakan dan strategi yang diterapkan dalam mengelola administrasi perpajakan. 
Tabel berikut menunjukkan data pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dari tahun 
2019 hingga 2023, menggambarkan perkembangan jumlah target SPT, jumlah SPT 
yang dilaporkan, serta SPT yang terlambat. Data ini mengungkapkan tren dan dinamika 
kepatuhan wajib pajak dalam periode tersebut. 

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT 2019 sd 2023 
Tahun Target SPT SPT lapor Terlambat lapor 
2019 28.272 21.025 7.463 
2020 25.861 21.992 2.209 
2021 26.555 27.124 6.792 
2022 18.155 19.715 1.779 
2023 18.178 19.042 1.057 
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Dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat fluktuasi dalam jumlah SPT (Surat 
Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi yang dilaporkan dan jumlah keterlambatan 
pelaporannya. Pada tahun 2019, jumlah target SPT adalah 28.272 dengan 21.025 SPT 
yang telah dilaporkan oleh wajb pajak dan 7.463 SPT terlambat. Ini menunjukkan 
tingkat keterlambatan yang relatif tinggi pada tahun tersebut. Namun, seiring 
berjalannya waktu, jumlah SPT terlambat mengalami penurunan yang signifikan. Pada 
tahun 2020, meskipun target SPT menurun menjadi 25.861, jumlah SPT yang 
dilaporkan meningkat menjadi 21.992, dan keterlambatan berkurang drastis menjadi 
2.209.  

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan jumlah SPT yang dilaporkan menjadi 
27.124, meskipun target SPT sedikit meningkat menjadi 26.555. Namun, jumlah SPT 
yang terlambat juga meningkat menjadi 6.792, menandakan adanya tantangan dalam 
mengelola pelaporan SPT tepat waktu pada tahun tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023, 
jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu dan target SPT kembali menurun. Terlepas 
dari penurunan target SPT, jumlah SPT terlambat terus mengalami penurunan, dengan 
hanya 1.779 SPT terlambat pada tahun 2022 dan 1.057 pada tahun 2023. Hal ini 
menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT telah 
membuahkan hasil, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah target dan laporan SPT. 

Ketidakpatuhan pajak merugikan pendapatan negara dan dapat mengganggu 
keadilan sistem perpajakan, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif 
untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk perbaikan dalam komunikasi, administrasi, 
dan penegakan hukum perpajakan (Ermawati et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak 
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rahayu (2017) menyatakan bahwa 
Pengetahuan Pajak berperan penting dalam kepatuhan ini.  

Pengetahuan tentang pajak mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban 
perpajakan, yang memungkinkan wajib pajak menghindari sanksi (Rahayu, 2017). 
Berdasarkan Theory of Planned Behavior, perilaku seseorang didorong oleh niat dan 
motivasi internal. Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik cenderung mematuhi 
peraturan pajak (Ermawati et al., 2022). Penelitian oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017) 
mengonfirmasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan, sementara 
(Ermawati et al., 2022) menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan tidak selalu 
konsisten. 

Selain pengetahuan, religiusitas juga mempengaruhi kepatuhan pajak 
(Hidayatulloh & Syamsu, 2020a). Religiusitas merujuk pada komitmen seseorang 
terhadap ajaran agama (Utami, 2020). Wajib pajak yang religius sering kali lebih patuh 
terhadap peraturan pajak karena khawatir melanggar ajaran agama. Dengan tingkat 
religiusitas yang tinggi, wajib pajak cenderung meningkatkan Pengetahuan Pajak untuk 
menghindari pelanggaran. Hal ini selaras dengan Theory of Planned Behavior, yang 
mengaitkan pengetahuan tinggi dengan motivasi untuk mematuhi aturan (Ermawati et 
al., 2022). 

Selain meningkatkan kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak, informasi tentang sanksi pajak harus digunakan untuk meningkatkan kepatuhan 
(Amrul et al., 2020). Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak akan dipatuhi, dilaksanakan, atau 
diterapkan (Arif et al., 2023). Sanksi pajak sebagai akibat dari tidak mematuhi 
peraturan pajak. Hasilnya dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi 
Sanksi peraturan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena 
pada dasarnya orang akan cenderung takut jika mereka mendapat ancaman sanksi 
karena ketidakpatuhan (Khunaina et al., 2021). 
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Rahayu (2017) menyoroti bahwa Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak. Sanksi adalah konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti aturan pajak 
(Amrul et al., 2020). Sanksi ini berfungsi untuk mengatur administrasi perpajakan dan 
mendorong kepatuhan. Menurut Theory of Planned Behavior, wajib pajak yang 
melanggar aturan mungkin takut membayar lebih dari jumlah pajak yang seharusnya, 
sehingga mereka berusaha menghindari sanksi dengan membayar dan melaporkan 
pajak tepat waktu (Rianty & Syahputra, 2020).  

Penelitian terkait peran sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak masi 
menyisakan kontroversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di 
Kabupaten Sumbawa (Amri & Syahfitri, 2020). Namun, hasil ini berbeda dengan 
temuan yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara sanksi 
pajak dan kepatuhan wajib pajak (Ermawati et al., 2022). Sehingga dalam penelitian ini 
religiusitas diajukan sebagai pemoderasi untuk menguraikan gap tersebut.  

 Wajib pajak dengan religiusitas tinggi memandang kecurangan pajak sebagai 
pelanggaran agama (Hidayatulloh & Syamsu, 2020a). Mereka berupaya menghindari 
Sanksi Pajak karena merasa hal tersebut melanggar ajaran agama, yang pada gilirannya 
meningkatkan kepatuhan pajak (Utami, 2020). Motivasi pribadi wajib pajak untuk 
memenuhi kewajibannya terhadap negara mendukung ketepatan pelaporan SPT 
mereka (Hidayatulloh & Syamsu, 2020).  

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada diatas, maka peneliti tertarik untuk 
mengangkat tema penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dengan 
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas 
Sebagai Variabel Moderasi”. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan luasnya 
penelitian yang memungkinkan penulis untuk memperoleh data di lapangan yang 
nantinya menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Semarang Timur. 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori (explanatory). Menurut Widodo (2010) penelitian eksplanatori adalah 
penelitian yang bersifat menjelaskan, artinya penelitian ini menekankan pada 
hubungan antar variabel dengan menguji hipotesis, uraiannya mengandung deskripsi 
tetapi fokusnya terletak pada hubungan antar variabel. Dalam hal ini menguji pengaruh 
pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dengan religiusitas sebagai pemoderasi. Peneliti memilih metode ini bertujuan agar 
hasil dari penelitian ini bisa diterapkan langsung pada organisasi dimana peneliti 
bekerja. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Deskripsi Responden 

 Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah 
kerja KPP Pratama Semarang Timur sebanyak 160 orang. Pelaksanaan penelitian 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelitian pada tanggal 9 - 20 Januari 2025. 
Penyebaran kuesioner menggunakan kuesioner online (googleform) dan penyebaran 
langsung di KPP. Hasil penyebaran kuesioner penelitian diperoleh sebanyak 160 
kuesioner yang terisi lengkap dan dapat diolah. Gambaran responden dapat disajikan 
sesuai karakteristiknya yang disajikan sebagai berikut: 
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a. Jenis Kelamin 
Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik 

gender dapat disajikan sebagai berikut: 
Tabel 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 
Pria 102 63.8 
Wanita 58 36.3 
Total 160 100.0 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025. 
Tabel 2. menyajikan data bahwa responden pria terdapat sebanyak 102 

responden (63,8%) dan responden wanita sebanyak 58 responden (36,3%). Temuan 
tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pria lebih banyak dibandingkan 
dengan wanita. 
b. Usia 

Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik usia 
dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
Usia  Frekuensi Prosentase 

21 - 30 tahun 35 21.9 
31 - 40 tahun 60 37.5 
41 - 50 tahun 45 28.1 
51 - 60 tahun 20 12.5 
Total 160 100.0 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025. 

Sajian data pada Tabel 3. menunjukkan bahwa jumlah responden dengan usia 21-
30 tahun sebanyak 35 responden (21,9%), usia 31-40 tahun sebanyak 60 responden 
(37,5%), usia 41-50 tahun sebanyak 45 responden (28.1%), dan terdapat 20 
responden (12,5%) usia 51-60 tahun. Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah 
responden terbanyak memiliki rentang usia 31-40 tahun. 
c. Pendidikan Terakhir 

Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik 
pendidikan terakhir dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan terakhir Frekuensi Prosentase 

SMA/SMK 50 31.3 
Diploma 19 11.9 
Sarjana S1 80 50.0 
Pascasarjana S2 11 6.9 
Total 160 100.0 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025. 

Berdasarkan Tabel 4. di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki 
pendidikan terakhir setingkat S1 yaitu sebanyak 80 responden (31,3%). Selanjutnya, 
responden SMA/SMK sebanyak 50 orang (31,3%), responden dengan pendidikan 
terakhir Diploma sebanyak 19 responden (11,9%), responden yang memiliki tingkat 
pendidikan terakhir S2 sebanyak 11 orang (6,9%). 
d. Pekerjaan 

Deskripsi mengenai gambaran responden penelitian menurut karakteristik jenis 
pekerjaan dapat disajikan sebagai berikut: 

 
 



824 | Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa) 
 

Tabel 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Masa kerja Frekuensi Prosentase 

ASN 20 12.5 
Karyawan swasta 51 31.9 
UMKM 46 28.8 
PMA 26 16.3 
BUMN 17 10.6 
Total 160 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2025. 

Tabel 5. tersaji bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai karyawan 
swasta yaitu sebanyak 51 responden (31,9%). Responden dengan pekerjaan sebagai 
ASN sebanyak 20 responden (12,5%), pemilik UMKM sebanyak 46 responden (28,8%), 
pemilik PMA sebanyak 26 responden (16,3%), dan responden dengan profesi pegawai 
BUMN sebanyak 17 responden (10,6%). 
2. Analisis Deskriptif Data Penelitian  

 Pada bagian ini, analisis deskriptif di lakukan untuk memperoleh gambaran 
tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Analisis ini dilakukan untuk 
memperoleh persepsi tentang kecenderungan responden untuk menanggapi item-item 
indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut dan untuk 
menentukan status variabel yang diteliti di lokasi penelitian.  

Data penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. Pengelompokan data 
dikategorikan ke dalam 3 kriteria yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Prosedur penentuan 
skor kategori dilakukan dengan menghitung nilai terendah, tertinggi, rentang, dan 
panjang kelas interval sebagai berikut: 

Terendah = 1 
Tertinggi = 5 
Rentang: 5 - 1 = 4 
Panjang Kelas Interval: 4 : 3 = 1,33  
Berdasarkan interval tersebut selanjutnya data dapat dikelompokkan menjadi 3 

kategori, yaitu: kategori rendah dengan skor 1,00 – 2,33, kategori sedang dengan skor 
2,34 – 3,66 dan kategori tinggi/baik dengan skor 3,67 – 5,00. Berdasarkan kategorisasi 
tersebut, nilai indeks pada masing-masing variabel dapat disajikan sebagai berikut: 
a. Pengetahuan Pajak 

Deskripsi data variabel Pengetahuan Pajak dapat disajikan berdasarkan nilai 
indeks pada tabel berikut: 

Tabel 6. Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak 

No Indikator N 
Skala 

Mean 
1 2 3 4 5 

X1_1 
Pemahaman mengenai 
fungsi pajak,  

160 1 9 36 84 30 3,83 

X1_2 
Pemahaman mengenai 
prosedur pembayaran,  

160 0 7 42 75 36 3,88 

X1_3 
Pemahaman mengenai 
sanksi pajak,  

160 0 5 32 92 31 3,93 

X1_4 
Pemahaman mengenai 
lokasi pembayaran 
pajak 

160 0 9 35 87 29 3,85 

Rata-rata keseluruhan 3,87 

Sumber: Data primer yang diolah, 2025. 
Sajian data pada Tabel 6. menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel 

Pengetahuan Pajak secara keseluruhan sebesar 3,87 terletak pada rentang kategori 
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tinggi/baik (3,67 – 5,00). Artinya, bahwa responden umumnya memiliki pengetahuan 
yang baik tentang perpajakan. Hasil deskripsi data pada variabel Pengetahuan Pajak 
didapatkan dengan nilai mean tertinggi adalah indikator Pemahaman mengenai sanksi 
pajak (3,93), sedangkan mean terendah adalah Pemahaman mengenai fungsi pajak 
(3,83). 
b. Sanksi pajak 

Deskripsi data variabel Sanksi pajak dapat disajikan berdasarkan nilai indeks 
pada tabel berikut: 

Tabel 7. Deskripsi Variabel Sanksi Pajak 

No Indikator N 
Skala 

Mean 
1 2 3 4 5 

X2_1 Kejelasan sanksi  160 0 6 39 87 28 3,86 
X2_2 Ketidakberkompromian  160 0 10 46 86 18 3,70 
X2_3 Ketidaktoleranan 160 2 7 34 91 26 3,83 
X2_4 Kesetaraan sanksi 160 2 6 30 89 33 3,91 
X2_5 Efek jera  160 0 9 47 85 19 3,71 

Rata-rata keseluruhan 3,80 

Pada variabel Sanksi pajak secara keseluruhan diperoleh nilai mean sebesar 3,80 
terletak pada rentang kategori tinggi (3,67 – 5,00). Artinya, bahwa responden memiliki 
keterapilan berkomunikasi dalam kelompok yang baik. Hasil deskripsi data pada 
variabel Sanksi pajak didapatkan dengan nilai mean tertinggi adalah Kesetaraan sanksi 
(3,91) dan mean terendah pada indikator Ketidakberkompromian (3,70). 
c. Religiusitas 

Deskripsi data variabel Religiusitas dapat disajikan berdasarkan nilai indeks pada 
tabel berikut: 

Tabel 8. Deskripsi Variabel Religiusitas 

No Indikator N 
Skala 

Mean 
1 2 3 4 5 

Z_1 
Keyakinan (Percaya 
terhadap Tuhan) 

160 2 17 27 61 53 3,91 

Z_2 
Praktek (Menjalankan 
perintah Agama) 

160 2 14 26 93 25 3,78 

Z_3 

Pengetahuan 
(Meningkatkan 
pemahaman tentang 
keagamaan) 

160 3 14 19 86 38 3,89 

Rata-rata keseluruhan 3,86 

Pada variabel Religiusitas secara keseluruhan diperoleh nilai mean sebesar 3,86 
terletak pada rentang kategori tinggi/baik (3,67 – 5,00). Artinya, bahwa secara umum 
wajib pajak memiliki religiusitas yang baik. Hasil deskripsi data pada variabel 
Religiusitas didapatkan dengan nilai mean tertinggi adalah indikator Keyakinan 
(Percaya terhadap Tuhan) (3,91) dan mean terendah pada indikator Praktek 
(Menjalankan perintah Agama) (3,78). 
d. Kepatuhan wajib pajak 

Deskripsi data variabel kepatuhan wajib pajak dapat disajikan berdasarkan nilai 
indeks pada tabel berikut: 
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Tabel 9. Deskripsi Variabel Kepatuhan wajib pajak 

No Indikator N 
Skala 

Mean 
1 2 3 4 5 

Y1_1 Pendaftaran,  160 6 16 25 81 32 3,73 
Y1_2 Pengisian,  160 4 14 18 84 40 3,89 
Y1_3 Pelaporan,  160 2 11 22 90 35 3,91 
Y1_4 Pembayaran 160 6 17 26 77 34 3,73 

Rata-rata keseluruhan 3,81 

Pada variabel Kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan diperoleh nilai mean 
sebesar 3,81 terletak pada rentang kategori tinggi/baik (73,4 – 100). Artinya, bahwa 
secara umum wajib pajak memiliki kepatuhan yang baik. Hasil deskripsi data pada 
variabel Kepatuhan wajib pajak didapatkan dengan nilai indeks tertinggi adalah 
indikator Pelaporan (3,91) dan mean terendah pada indikator Pendaftaran dan 
Pembayaran (3,73). 
3. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)  

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model simultan 
dengan pendekatan PLS, evaluasi mendasar yang dilakukan yaitu evaluasi model 
pengukuran (outer model) dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 
indikator-indikator yang mengukur variabel laten. Kriteria validitas diukur dengan 
convergent dan discriminant validity, sedangkan kriteria reliabilitas konstruk diukur 
dengan composite reliability, Average Variance Extracted (AVE), dan Cronbach’s Alpha.  
a. Convergent Validity  

Evaluasi model pengukuran variabel laten dengan indikator reflektif dianalisis 
dengan melihat convergent validity masing-masing indikator. Pengujian convergent 
validity pada PLS dapat dilihat dari besaran outer loading setiap indikator terhadap 
variabel latennya. Nilai Outer loading sangat direkomendasikan verada di atas 0,70 
(Ghozali, 2011). 

1) Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Pengetahuan Pajak 
Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Pengetahuan Pajak direfleksikan 

melalui empat indikator. Evaluasi outer model atau model pengukuran dapat dilihat 
dari nilai outer loading dari setiap indikator variabel Pengetahuan Pajak sebagai 
berikut: 

Tabel 10. Hasil Perhitungan Outer Loading Konstruk Pengetahuan Pajak 
Indikator Outer loadings Keterangan 

Pemahaman mengenai fungsi 
pajak,  

0,807 Valid 

Pemahaman mengenai prosedur 
pembayaran,  

0,806 Valid 

Pemahaman mengenai sanksi 
pajak,  

0,750 Valid 

Pemahaman mengenai lokasi 
pembayaran pajak 

0,819 Valid 

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai loading faktor indikator 
Pengetahuan Pajak memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan demikian 
variabel Pengetahuan Pajak (X1) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau 
dapat dikatakan valid oleh keempat indikator yaitu Pemahaman mengenai fungsi pajak, 
Pemahaman mengenai prosedur pembayaran, Pemahaman mengenai sanksi pajak, dan 
Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak.  
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2) Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Sanksi pajak 
Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Sanksi pajak (X2) direfleksikan melalui 

lima indikator. Evaluasi outer model atau model pengukuran dapat dilihat dari nilai 
outer loading dari setiap indikator variabel Sanksi pajak sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Perhitungan Outer Loading Konstruk Sanksi pajak 
Indikator Outer loadings Keterangan 

Kejelasan sanksi,  0,777 Valid 
Ketidakberkompromian,  0,797 Valid 
Ketidaktoleranan,  0,891 Valid 
Kesetaraan sanksi,  0,906 Valid 
Efek jera  0,792 Valid 

Tabel di atas menunjukkan seluruh nilai loading faktor indikator Sanksi pajak 
memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan demikian variabel Sanksi 
pajak (X2) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau dapat dikatakan valid 
oleh indikator Kejelasan sanksi, Ketidakberkompromian, Ketidaktoleranan, Kesetaraan 
sanksi, Efek jera.  

3) Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Kepatuhan wajib pajak 
Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak (Y1) 

direfleksikan melalui empat indikator. Evaluasi outer model atau model pengukuran 
dapat dilihat dari nilai outer loading dari setiap indikator variabel Kepatuhan wajib 
pajak sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Perhitungan Outer Loading Konstruk Kepatuhan wajib pajak 
Indikator Outer loadings Keterangan 

Pendaftaran,  0,858 Valid 
Pengisian,  0,882 Valid 
Pelaporan,  0,853 Valid 
Pembayaran 0,863 Valid 

Tabel di atas terlihat bahwa seluruh nilai loading faktor indikator Kepatuhan 
wajib pajak memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan demikian variabel 
Kepatuhan wajib pajak (Y1) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau dapat 
dikatakan valid oleh indikator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, Pembayaran. 

4) Evaluasi Validitas Konvergen Variabel Religiusitas 
Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Religiusitas (Z) direfleksikan melalui 

tiga indikator. Evaluasi outer model atau model pengukuran dapat dilihat dari nilai 
outer loading dari setiap indikator variabel Religiusitas sebagai berikut: 

Tabel 13. Hasil Perhitungan Outer Loading Konstruk Religiusitas 
Indikator Outer loadings Keterangan 

Keyakinan (Percaya terhadap Tuhan) 0,854 Valid 
Praktek (Menjalankan perintah Agama) 0,825 Valid 
Pengetahuan (Meningkatkan 
pemahaman tentang keagamaan) 0,910 

Valid 

Pada tabel di atas dapat menunjukkan bahwa seluruh nilai loading faktor 
indikator Religiusitas memiliki nilai lebih besar dari batas kritis 0,700. Dengan 
demikian variabel Religiusitas (Z) mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik atau 
dapat dikatakan valid oleh indikator Keyakinan (percaya terhadap Tuhan), Praktek 
(menjalankan perintah agama), dan Pengetahuan (meningkatkan pemahaman tentang 
keagamaan). 

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen pada masing-masing variabel, 
dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan 
untuk menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian ini. 
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b. Discriminant Validity 
Discriminant validity yaitu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel laten 

berbeda dengan konstruk atau variabel lain secara teori dan terbukti secara empiris 
melalui pengujian statistik. Validitas diskriminan diukur dengan Fornell Lacker 
Criterion, HTMT, serta Cross loading. Hasil pengujian pada masing-masing variabel 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Hasil Uji Fornell Lacker Criterion 
Pengujian validitas menggunakan kriteria Fornell-Larcker Criterion dilakukan 

dengan melihat nilai akar Average Variance Extract (AVE) dibandingkan dengan 
korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya. Uji ini terpenuhi jika akar AVE lebih 
besar daripada korelasi antar variabel.  

Tabel 14. Nilai Uji Discriminant Validity dengan krieria Fornell-Larcker Criterion 
Fornell-Larcker 

Criterion 
Kepatuhan 
Wajib pajak 

Pengetahuan 
pajak 

Religiusitas 
Sanksi 
pajak 

Kepatuhan wajib 
pajak 

0,864    

Pengetahuan pajak 0,787 0,796   

Religiusitas 0,782 0,740 0,864  

Sanksi pajak 0,396 0,404 0,208 0,834 

Keterangan: Nilai yang dicetak tebal adalah nilai akar AVE. 
Tabel 14. memberikan keterangan bahwa nilai akar AVE lebih tinggi dari nilai 

korelasi antar konstruk lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa konstruk dalam model 
yang diestimasikan telah memenuhi kriteria discriminant validity yang tinggi, artinya 
hasil analisis data dapat diterima karena nilai yang menggambarkan hubungan antar 
konstruk berkembang. Hal ini dapat berarti bahwa seluruh konstruk memiliki 
discriminant validity yang baik. Dengan demikian instrumen penelitian yang digunakan 
untuk mengukur seluruh konstruk atau variabel laten dalam penelitian ini telah 
memenuhi criteria validitas diskriminan. 

2) Hasil Uji Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 
Pengujian validitas menggunakan kriteria Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) 

dilakukan dengan melihat matrik HTMT. Kriteria HTMT yang diterima adalah dibawah 
0,9 yang mengindikasikan evaluasi validitas diskriminan diterima.  

Tabel 15. Nilai Uji Discriminant Validity dengan krieria Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) 

  

Heterotrait-
monotrait ratio 

(HTMT) 
Pengetahuan pajak <-> Kepatuhan wajib pajak 0,857 
Religiusitas <-> Kepatuhan wajib pajak 0,887 
Religiusitas <-> Pengetahuan pajak 0,886 
Sanksi pajak <-> Kepatuhan wajib pajak 0,438 
Sanksi pajak <-> Pengetahuan pajak 0,467 
Sanksi pajak <-> Religiusitas 0,241 

Sumber: Data primer yang diolah (2025) 
Tabel 15. menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam matrik HTMT tidak lebih dari 0,9. 

Artinya, model menunjukkan bahwa evaluasi validitas diskriminan dapat diterima. Dari 
hasil pengujian validitas diskriminan, dapat diketahui bahwa syarat uji HTMT telah 
terpenuhi sehingga semua konstruk dalam model yang diestimasikan memenuhi 
kriteria discriminant validity yang baik artinya hasil analisis data dapat diterima. 
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3) Cross Loading  
Hasil análisis mengenai korelasi konstruk dengan indikatornya sendiri atau 

korelasi konstruk dengan indikator yang lain dapat disajikan pada bagian tabel cross 
loading.  

Tabel 16. Nilai Korelasi Konstruk dengan Indikator (Cross Loading) 

 Kepatuhan 
wajib pajak 

Pengetahuan 
pajak 

Religiusitas 
Sanksi 
pajak 

X1_1 0,550 0,807 0,601 0,283 
X1_2 0,645 0,806 0,656 0,233 
X1_3 0,648 0,750 0,497 0,343 
X1_4 0,647 0,819 0,599 0,421 
X2_1 0,303 0,290 0,161 0,777 
X2_2 0,287 0,288 0,103 0,797 
X2_3 0,388 0,397 0,217 0,891 
X2_4 0,384 0,389 0,237 0,906 
X2_5 0,260 0,299 0,117 0,792 
Y1_1 0,858 0,695 0,737 0,291 
Y1_2 0,882 0,721 0,695 0,337 
Y1_3 0,853 0,634 0,649 0,414 
Y1_4 0,863 0,666 0,617 0,331 
Z_1 0,648 0,569 0,854 0,120 
Z_2 0,654 0,677 0,825 0,279 
Z_3 0,723 0,669 0,910 0,144 

Pengujian discriminant validity dengan cara ini dikatakan valid jika nilai korelasi 
konstruk dengan indikatornya sendiri lebih besar daripada dengan konstruk lainnya 
serta semua nilai korelasi konstruk dengan indikatornya sendiri dan konstruk lainnya 
menunjukkan nilai yang positif. Dari hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel cross 
loading dapat diketahui bahwa syarat tersebut telah terpenuhi sehingga semua 
konstruk dalam model yang diestimasikan memenuhi kriteria discriminant validity 
yang baik artinya hasil analisis data dapat diterima. 
c. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu : 
1) Composite Reliability.  

Composite reliability menunjukan derajat yang mengindikasikan common 
latent (unobserved), sehingga dapat menunjukan indikator blok yang mengukur 
konsistensi internal dari indikator pembentuk konstruk, nilai batas yang 
diterima untuk tingkat Composite reliability adalah 0,7 (Ghozali & Latan, 2015) 

2) Average Variance Extracted (AVE) 
Jika nilai AVE > 0,5 maka indikator yang digunakan dalam penelitian reliabel, 
dan dapat digunakan untuk penelitian. Lebih baik nilai pengukuran AVE harus 
lebih besar dari 0,50 (Ghozali & Latan, 2015). 

3) Cronbach’s Alpha 
Jika nilai cronbach’s alpha > 0,70 maka konstruk dapat dikatakan memiliki 
reliabilitas yang baik. 

Hasil composite reliability, Cronbach's Alpha, dan AVE antar konstruk dengan 
indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 17. Hasil Uji Reliabilitas 

 Cronbach's 
alpha 

Composite 
reliability 

Average 
variance 

extracted (AVE) 
Kepatuhan wajib pajak 0,887 0,922 0,747 
Pengetahuan pajak 0,807 0,873 0,633 
Religiusitas 0,829 0,898 0,746 
Sanksi pajak 0,891 0,919 0,696 

Sumber: Data primer yang diolah (2025) 

Tabel 17. menunjukkan dari hasil uji reliabilitas masing-masing konstruk dapat 
dikatakan baik. Temuan menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha masing-masing 
konstruk lebih dari 0,7, selanjutnya nilai reliabilitas komposit (Composite reliability) 
masing-masing konstruk lebih dari 0,7, dan nilai AVE masing-masing konstruk lebih 
dari 0,5. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Berdasarkan hasil evaluasi convergent validity dan discriminant validity serta 
reliabilitas variabel, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator sebagai pengukur 
masing-masing variabel merupakan pengukur yang valid dan reliabel.  
4. Evaluasi Kesesuaian Model (Goodness of fit) 

Analisis PLS merupakan analisis SEM berbasis varians dengan tujuan pada 
pengujian teori model yang menitikberatkan pada studi prediksi. Beberapa ukuran 
untuk menyatakan penerimaan model yang diajukan, diantaranya yaitu R square, dan 
Q square (Hair et al., 2019). 
a. R square 

R square menunjukkan besarnya variasi variabel endogen yang mampu dijelaskan 
oleh variabel eksogen atau endogen lainnya dalam model. Intepretasi R square 
menurut Chin (1998) yang dikutip (Abdillah, W., & Hartono, 2015) adalah 0,19 
(pengaruh rendah), 0,33 (pengaruh sedang), dan 0,67 (pengaruh tinggi). Berikut hasil 
koefisien determinasi (R2) dari variabel endogen disajikan pada tabel berikut  

Tabel 18. Nilai R-Square 

 R-square 
Kepatuhan wajib pajak 0,764 

Koefisien determinasi (R-square) yang didapatkan dari model sebesar 0,764 
artinya variabel Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 76,4 % oleh variabel Sanksi 
pajak, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas. Sedangkan sisanya 23,6 % dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar penelitian. Nilai R square tersebut (0,764) berada pada rentang 
nilai 0,67 – 1,00, artinya variabel Sanksi pajak, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas 
memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak pada kategori yang 
tinggi. 
b. Q Square 

Q-Square (Q2) menggambarkan ukuran akurasi prediksi, yaitu seberapa baik 
setiap perubahan variabel eksogen/endogen mampu memprediksi variabel endogen. 
Q-Square predictive relevance untuk model struktural merupakan ukuran seberapa 
baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Ukuran. Q 
square di atas 0 menunjukan model memiliki predictive relevance atau kesesuaian 
prediksi model yang baik. Kriteria kuat lemahnya model diukur berdasarkan Q-Square 
Predictive Relevance (Q2 ) menurut Ghozali & Latan (2015, p. 80) adalah sebagai 
berikut: 0,35 (model kuat), 0,15 (model moderat), dan 0,02 (model lemah).  

Hasil perhitungan nilai Q-Square untuk model struktural penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  



Volume 29 No 3 Tahun 2025 | 831 
 

Tabel 19. Nilai Q-square 
  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Kepatuhan wajib pajak 560.000 249.709 0,554 

Nilai Q-square (Q2) untuk variabel Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,554 yang 
menunjukkan nilai Q square di atas 0,35, sehingga dapat dikatakan model memiliki 
predictive relevance yang tinggi. Artinya, nilai estimasi parameter yang dihasilkan 
model sesuai dengan nilai observasi atau dinyatakan model struktural fit dengan data 
atau memiliki kesesuaian yang baik. 
5. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian model struktural (inner model) adalah melihat hubungan antara 
konstruk laten dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter path dan tingkat 
signifikansinya (Ghozali, 2011). Prosedur tersebut dilakukan sebagai langkah dalam 
pengujian hipotesis penelitian yang telah diajukan. Pengujian diperoleh hasil output 
dari model struktur konstruk loading factor yang akan menjelaskan pengaruh konstruk 
Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui kompetensi SDM dan 
moderasi Religiusitas. 

Dalam hal ini pengolahan data digunakan dengan menggunakan alat bantu 
software Smart PLS v4.1.0. Hasil pengolahan data tersebut tampak pada gambar 
berikut: 

 
Gambar 1. Full Model SEM-PLS Moderasi  

Sumber: Pengolahan data primer dengan Smart PLS 4.1.0 (2025) 
a. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara variabel 
bebas atau antar variabel bebas tidak bersifat saling bebas. Sebelum dilakukan uji 
hipotesis, perlu dilakukan pengujian multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat 
dilakukan dengan melihat nilai Collinierity. Statistics (VIF) pada inner VIF Values. 
Apabila inner VIF < 5 menunjukkan tidak ada multikolinieritas (Hair et al., 2019). 

Tabel 20. Hasil Uji Multikolinieritas 

 VIF 
Pengetahuan pajak -> Kepatuhan wajib pajak 2,762 
Religiusitas -> Kepatuhan wajib pajak 3,489 
Sanksi pajak -> Kepatuhan wajib pajak 1,319 
Religiusitas x Sanksi pajak -> Kepatuhan wajib pajak 1,598 
Religiusitas x Pengetahuan pajak -> Kepatuhan wajib 
pajak 1,967 
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Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel 
berada di bawah nilai 5. Artinya, dalam model yang terbentuk tidak dapat adanya 
masalah multikolinieritas. 
b. Analisis Pengaruh antar Variabel 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan untuk menentukan suatu hipotesis 
diterima atau tidak dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan syarat jika thitung 
> ttabel, maka hipotesis diterima. Nilai kritis yang digunakan ketika ukuran sampel lebih 
besar dari 30 dan pengujian dua pihak adalah 1,65 untuk taraf signifikansi 10%, 1,96 
untuk taraf signifikansi 5% dan 2,57 untuk taraf signifikansi 1% (Marliana, 2019). 
Dalam hal ini untuk menguji hipotesis digunakan taraf signifikansi 5% dimana nilai t 
tabel sebesar 1,96 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian pengaruh masing-masing 
variabel penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 20. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis 
Hubungan antar 

variabel 
Original 
sample 

T 
statistics 

P 
values 

Keterangan 

H1 Pengetahuan pajak -> 
Kepatuhan wajib pajak 

0,339 4,466 0,000 Diterima 

H2 Sanksi pajak -> 
Kepatuhan wajib pajak 

0,165 2,724 0,006 Diterima 

H4 Religiusitas x 
Pengetahuan pajak -> 
Kepatuhan wajib pajak 

0,157 2,873 0,004 Diterima 

H4 Religiusitas x Sanksi 
pajak -> Kepatuhan 
wajib pajak 

0,175 3,314 0,001 Diterima 

Sumber: Pengolahan data primer dengan Smart PLS 4.1.0 (2025) 

Keputusan diambil berdasarkan nilai uji statistik yang dihitung dan tingkat 
signifikansi yang ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan 
perbandingan t tabel pada taraf 5% (1,96) dengan t-hitung yang dihasilkan dari 
perhitungan PLS. Berdasarkan tabel hasil olah data di atas dapat diketahui dalam 
pengujian masing-masing hipotesis yang telah diajukan, yaitu: 
Pengujian Hipotesis 1:  
H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi 

Pada pengujian hipotesis 1 diperoleh nilai original sample estimate sebesar 0,339. 
Nilai tersebut membuktikan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak yang hasilnya juga diperkuat dari hasil uji t yang diperoleh nilai 
thitung (4,466) > ttabel (1,96) dan p (0,000) < 0,05, sehingga dapat dikatakan ada 
pengaruh positif dan signifikan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Pengetahuan Pajak 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dapat diterima. 
Pengujian Hipotesis 2:  
H2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pada pengujian hipotesis 2 diperoleh nilai original sample estimate sebesar 0,165. 
Nilai tersebut membuktikan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak yang hasilnya juga diperkuat dari hasil uji t yang diperoleh nilai thitung 

(2,724) > ttabel (1,96) dan p (0,006) < 0,05, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh 
positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian 
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ” Sanksi Pajak berpengaruh signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dapat diterima. 
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Pengujian Hipotesis 3:  
H3: Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi  

Pada pengujian hipotesis 3 diperoleh nilai original sample estimate untuk variabel 
moderasi (Religiusitas x Pengetahuan Pajak) sebesar 0,157. Nilai tersebut 
membuktikan bahwa variabel moderator Religiusitas mampu memperkuat pengaruh 
Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t 
yang diperoleh nilai thitung (2,873) > ttabel (1.96) dan p (0,006) < 0,05, sehingga dapat 
dikatakan bahwa Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Pengetahuan 
Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang 
menyatakan bahwa ”Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Pengetahuan 
Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” dapat diterima. 
Pengujian Hipotesis 4:  
H4: Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

Pada pengujian hipotesis 4 diperoleh nilai original sample estimate untuk variabel 
moderasi (Religiusitas x Sanksi pajak) sebesar 0,175. Nilai tersebut membuktikan 
bahwa variabel moderator Religiusitas mampu memperkuat pengaruh Sanksi pajak 
terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang diperoleh nilai 
thitung (3,314) > ttabel (1.96) dan p (0,001) < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 
Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Sanksi pajak terhadap 
Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kelima bahwa ” Religiusitas yang 
tinggi dapat memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi’ dapat diterima.  
Pembahasan 
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Analisis membuktikan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang hasilnya mengkonfirmasi penelitian sebelumnya 
bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak (Cahyani, 2023). 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Pengetahuan Pajak direfleksikan 
melalui empat indikator Pemahaman mengenai fungsi pajak, Pemahaman mengenai 
prosedur pembayaran, Pemahaman mengenai sanksi pajak, dan Pemahaman mengenai 
lokasi pembayaran pajak. Sedangkan variabel Kepatuhan wajib pajak direfleksikan 
melalui empat indikator yaitu indikator indicator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, 
Pembayaran. 

Indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah 
Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak, sementara indikator pada variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah Pengisian. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman seorang wajib pajak mengenai 
lokasi pembayaran pajak, maka akan semakin baik pula proses pengisian formulir atau 
laporan pajaknya. Artinya, pemahaman yang kuat tentang lokasi pembayaran pajak 
memiliki dampak positif terhadap ketepatan dan kelengkapan pengisian data pajak. 

Sementara itu, indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading 
terendah adalah Pemahaman mengenai sanksi pajak, sedangkan indikator pada 
variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading terendah adalah Pelaporan. Hasil 
ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman mengenai sanksi pajak mungkin 
kurang diperhatikan, hal ini tetap dapat mendorong peningkatan dalam pelaporan 
pajak yang lebih baik. Artinya, meskipun pemahaman tentang sanksi pajak relatif lebih 
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rendah, ini masih dapat mendorong wajib pajak untuk lebih aktif dalam melaporkan 
kewajiban perpajakannya, meskipun terkadang pemahaman akan konsekuensi hukum 
atau sanksi tersebut kurang mendalam. 
2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Analisis membuktikan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak hasil ini sesuai dengan berbagai temuan yang mengungkapkan 
pentingnya sanksi dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak (Hapsari & Ramayanti, 
2022; Rahayu, 2017; Wardani & Rumiyatun, 2017).  

Pengukuran variabel Sanksi pajak direfleksikan melalui lima indikator yaitu 
indikator Kejelasan sanksi, Ketidakberkompromian, Ketidaktoleranan, Kesetaraan 
sanksi, Efek jera. Sedangkan pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak direfleksikan 
melalui empat indikator yaitu indikator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, 
Pembayaran. 

Indikator pada variabel Sanksi pajak dengan nilai loading tertinggi adalah 
indikator Kesetaraan sanksi, sementara indikator pada variabel Kepatuhan wajib pajak 
dengan nilai loading tertinggi adalah indikator pengisian. Hasil ini menunjukkan bahwa 
semakin baik pemahaman mengenai kesetaraan sanksi, maka semakin baik pula proses 
pengisian laporan pajak. Artinya, jika wajib pajak merasa bahwa sanksi diterapkan 
secara adil dan merata, hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam 
melengkapi dan mengisi dokumen perpajakan dengan benar, yang pada gilirannya 
meningkatkan kepatuhan pajak mereka. 

Sementara itu, indikator pada variabel Sanksi pajak dengan nilai loading terendah 
adalah indikator Kejelasan sanksi, sedangkan indikator pada variabel Kepatuhan wajib 
pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator Pelaporan. Hasil ini menunjukkan 
bahwa semakin jelas pemahaman wajib pajak mengenai sanksi yang akan diterima, 
maka semakin baik pula pelaporan kewajiban pajak mereka. Artinya, apabila sanksi 
pajak dijelaskan dengan lebih transparan dan terperinci, wajib pajak akan merasa lebih 
terdorong untuk melaporkan kewajiban mereka secara akurat dan tepat waktu, karena 
mereka memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan dengan lebih baik. 
3. Peran moderasi religiusitas dalam memperkuat Pengetahuan Pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
Analisis membuktikan bahwa variabel moderator Religiusitas mampu 

memperkuat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak yang 
berarti bahwa Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Pengetahuan 
Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain ketika tingkat religiusitas 
tinggi, pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
akan menjadi lebih kuat.  

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Pengetahuan Pajak direfleksikan 
melalui empat indicator Pemahaman mengenai fungsi pajak, Pemahaman mengenai 
prosedur pembayaran, Pemahaman mengenai sanksi pajak, dan Pemahaman mengenai 
lokasi pembayaran pajak. Kemudian, Pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak 
direfleksikan melalui empat indicator yaitu indikator indikator Pendaftaran, Pengisian, 
Pelaporan, Pembayaran. Sedangkan variabel Religiusitas direfleksikan melalui tiga 
indikator yaitu indikator indikator Keyakinan (percaya terhadap Tuhan), Praktek 
(menjalankan perintah agama), dan Pengetahuan (meningkatkan pemahaman tentang 
keagamaan).  

Indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah 
Pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak, sementara indikator pada variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah indikator pengisian. 
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Sedangkan indikator pada variabel Religiusitas dengan nilai loading tertinggi adalah 
Pengetahuan, yang meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Hasil ini 
menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman tentang keagamaan, semakin kuat 
pengaruh pemahaman mengenai lokasi pembayaran pajak terhadap proses pengisian 
laporan pajak. Artinya, pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai keagamaan 
dapat memperkuat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan 
lebih benar, salah satunya dalam hal pengisian laporan pajak dengan cermat, karena 
mereka merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang lebih tinggi. 

Di sisi lain, indikator pada variabel Pengetahuan Pajak dengan nilai loading 
terendah adalah Pemahaman mengenai sanksi pajak, sementara indikator pada 
variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator 
Pelaporan. Selain itu, indikator pada variabel Religiusitas dengan nilai loading terendah 
adalah Praktek, yang berkaitan dengan menjalankan perintah agama. Hasil ini 
menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman tentang keagamaan, semakin kuat 
pengaruh pemahaman mengenai sanksi pajak terhadap pelaporan pajak. Artinya, 
ketika seseorang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran 
agamanya, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan kewajiban perpajakan 
mereka dengan lebih akurat, didorong oleh keyakinan untuk menjalankan kewajiban 
moral yang lebih besar dan menghindari dosa atau pelanggaran, termasuk dalam hal 
pelaporan pajak yang benar. 
4. Peran moderasi religiusitas dalam memperkuat Sanksi Pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
Analisis membuktikan bahwa variabel moderator Religiusitas mampu 

memperkuat pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak yang berarti 
bahwa Religiusitas yang baik mampu memperkuat pengaruh Sanksi pajak terhadap 
Kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain Ketika tingkat religiusitas tinggi, pengaruh 
Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menjadi lebih kuat. 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Pengukuran variabel Sanksi pajak 
direfleksikan melalui lima indikator yaitu indikator Kejelasan sanksi, 
Ketidakberkompromian, Ketidaktoleranan, Kesetaraan sanksi, Efek jera. Kemudian, 
Pengukuran variabel Kepatuhan wajib pajak direfleksikan melalui empat indikator 
yaitu indikator indikator Pendaftaran, Pengisian, Pelaporan, Pembayaran. Sedangkan 
variabel Religiusitas direfleksikan melalui tiga indicator yaitu indikator indikator 
Keyakinan (percaya terhadap Tuhan), Praktek (menjalankan perintah agama), dan 
Pengetahuan (meningkatkan pemahaman tentang keagamaan).  

Indikator pada variabel Sanksi Pajak dengan nilai loading tertinggi adalah 
indikator Kesetaraan Sanksi, sementara indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
dengan nilai loading tertinggi adalah indikator Pengisian. Sedangkan indikator pada 
variabel Religiusitas dengan nilai loading tertinggi adalah Pengetahuan, yang bertujuan 
untuk meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 
semakin baik pemahaman seseorang mengenai ajaran agama, semakin kuat pengaruh 
kesetaraan sanksi terhadap proses pengisian laporan pajak. Artinya, pemahaman yang 
mendalam tentang ajaran agama dapat memperkuat kesadaran moral wajib pajak 
untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat, khususnya dalam hal 
pengisian laporan pajak yang lebih akurat dan lengkap, karena mereka merasa lebih 
bertanggung jawab secara sosial dan spiritual. 

Di sisi lain, indikator pada variabel Sanksi Pajak dengan nilai loading terendah 
adalah indikator Kejelasan Sanksi, sementara indikator pada variabel Kepatuhan Wajib 
Pajak dengan nilai loading terendah adalah indikator Pelaporan. Selain itu, indikator 
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pada variabel Religiusitas dengan nilai loading terendah adalah Praktek, yang 
berkaitan dengan menjalankan perintah agama. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 
baik praktik seseorang dalam menjalankan perintah agama, semakin kuat pengaruh 
kejelasan sanksi terhadap pelaporan pajak yang benar. Artinya, ketika seseorang lebih 
aktif dalam menjalankan ajaran agamanya, mereka akan lebih cenderung untuk 
melaporkan kewajiban pajak dengan akurat, didorong oleh rasa tanggung jawab moral 
yang lebih besar dan keyakinan untuk menghindari dosa, yang turut memperkuat 
ketepatan pelaporan pajak. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil dan analisis yang ada diatas, maka jawaban atas 
perumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian adalah sebagaimana berikut : 
1. Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai fungsi, prosedur, sanksi dan 
lokasi pembayaran pajak memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hasil penelitian yang membuktikan 
Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  

2. Sanksi Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi yang 
jelas, tidak berkompromian, ketidaktoleranan dan kesetaraan sanksi, serta 
memiliki efek jera memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan 
kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

3. Peran Moderasi Religiusitas terhadap Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. Religiusitas terbukti memperkuat pengaruh Pengetahuan 
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, tingkat religiusitas yang tinggi 
dapat meningkatkan kesadaran moral wajib pajak untuk lebih patuh dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan, seiring dengan pemahaman yang lebih baik 
mengenai pengetahuan pajak. 

4. Peran Moderasi Religiusitas terhadap Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. Religiusitas juga memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama yang baik 
dapat meningkatkan kesadaran moral wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakan dengan lebih tepat, khususnya dalam pengisian laporan pajak yang 
lebih akurat dan lengkap, serta pelaporan kewajiban pajak yang benar. 
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